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WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena
adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh
penyelenggara negara;

bahwa  dalam rangka  menuju tata  kelola
pemerintahanyang bebas korupsi diperlukan suatu
kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan diLingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentuan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih danBebasDari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahunl999Nomor 75,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaranNegaraRepublikindonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang
PembatasanKegiatanPegawaiNegeriDalamUsaha
Swasta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3021);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang
Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam
Rangka  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah
dengan KeputusanPresiden Nomor 47 Tahunl1992
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10
Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan
Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Kesederhanaan Hidup;

9. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum PenangananBenturanKepentingan,;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2016Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN

BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Noa R

Daerah adalah Kota Pontianak.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan = Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.
BenturanKepentinganadalahmerupakansuatu kondisi dimana
pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat menyingkirkan
profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

jdih.pontianakkota.go.id
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam
rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
a. tata cara penanganan benturan kepentingan; dan
b. ketentuan penutup.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

(1) SetiapPerangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan
identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan
penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

(2) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan sosialisasi dan
internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan
penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.

Pasal 6
Ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan
dilingkunganPemerintahDaerahtercantum dalam  Lampiran dimaksud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.

Pasal 7
Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota
ini.

Pasal 8

Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Perangkat
Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

jdih.pontianakkota.go.id



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan PengundanganPeraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 6 September 2018

Plt. WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 September 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 61

jdih.pontianakkota.go.id



LAMPIRAN

PERATURANWALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGANDI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

PEDOMANPENANGANANBENTURANKEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA PONTIANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PemerintahDaerahsecara konsisten danberkelanjutantelah berupaya
mereformasidiridalam menatabirokrasi menujukearah
tatakelolapemeritahanyangbaik(goodgovernance).Dengan memegang prinsip
nilai-nilai budaya organisasi yaitu Integritas, Profesional dan Akuntabel (IPA)
dan mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan Pemerintah
Daerah menjadi organisasi yang menjalankan proses bisnis yang baik dan
akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan
nilaitambah organisasi dalam proses bisnisnya, Pemerintah Daerah tidak
lepasdari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan
korelasidenganpihaklainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas,
maka dipandang perlu adanyaaturanbaku yang mengatur penanganan
Benturan Kepentingan dalam pelaksanaantugas dan fungsi serta berinteraksi
dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran,
objektivitas, dan budaya Integritas, Profesional dan Akuntabel(IPA).
Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanyaprasangka yang
mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat PemerintahDaerah
maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang
memiliki kewenangan membuatkebijakan,namun pada kenyataannya

kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan
atauberkualitasrendah.Hal ini mungkinterjadikarenaadanya
pengaruhkepentinganpribadiatau golongan atauadanya
penerimaangratifikasiyangmenyebabkankeputusanyang dikeluarkanoleh

pejabatpublikdimaksudtidakberkualitas,tidak = akuntabel atau  bahkan
berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnyapemahaman terhadap benturankepentingan
dapatmenimbulkanpenafsiranyangberagambahkannegatif terhadap
penyelenggara  pemerintahan.Oleh  karena itu, Pemerintah Daerah
menyadaripentingnyamanajemenpengelolaanterhadappotensi adanya



Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pejabat/Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya aturan yangtegas mengatur
penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tatakelola pemerintahan
yang baikyangdidasari pada etika
hubunganinteraksiyangbaikdilingkunganPemerintahDaerah
maupundalamberinteraksidenganparapemangkukepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka perlu mengatur
tentangPedoman PenangananBenturanKepentingandiLingkungan Pemerintah
Daerah.

B.Maksud, TujuandanManfaat

a. pedomaninidimaksudkansebagaikerangkaacuanuntuk mengenal,
mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan
Pemerintah Daerah;

b. tujuanpenyusunanpedomaniniadalahmemberikan
keseragamanpemahamandantindakanbagi PerangkatDaerah
maupunPejabat/PegawaidilingkunganPemerintahDaerah dalam
melaksanakan penanganan BenturanKepentingan; dan

c. pedomanpenangananBenturanKepentinganinidiharapkandapatmemberi
kanmanfaatbagiPerangkatDaerahmaupunPejabat/Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam:

1) menciptakanbudayakerja yang dapatmengenali,mencegah, dan

mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara
transparandanefisientanpamengurangikinerja Pejabat/Pegawai
yangbersangkutan;

2) menegakkan integritas;

3) mencegahterjadinyapengabaianterhadapkualitasatas
pelaksanaantugasdanfungsiunitkerjadanmencegah timbulnya
kerugian negara;dan

4) menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.



BAB II
BENTURANKEPENTINGAN

A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

BeberapabentukBenturanKepentinganyangseringterjadidan dihadapi
Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah antara lain:

a.

situasi yangmenyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah
menerimagratifikasiataupemberianataupenerimaan
hadiah/cinderamata atauhiburanatassuatukeputusanatau jabatan
yang menguntungkan pihak pemberi;

situasiyang menyebabkan penggunaan aset jabatanatauasset
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
situasiyang menyebabkan informasirahasia jabatan/PemerintahDaerah
dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,;
situasiperangkapan jabatandiPemerintahDaerahatauunit
kerjayangmemiliki hubunganlangsungatautidaklangsung,
sejerusatautidak sejenis,sehingga dapatmenyebabkan pemanfaatan
suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
situasidimanaPejabat/Pegawaimemberikanakseskhusus
kepadapihaktertentuuntuktidakmengikutiprosedurdan ketentuan
yangseharusnya diberlakukan;
situasiyangmenyebabkanprosespengawasantidaksesuai
denganprosedurkarenaadanyapengaruhdanharapandari pihak yang
diawasi;

situasidimanakewenanganpenilaiansuatuobyekkualifikasi dimana
obyektersebut merupakan hasil darisi penilai;

situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang
membutuhkan;

situasibekerjalaindiluarpekerjaanpokoknya,kecualitelah

sesuaidenganketentuandanperaturanyangberlakudi Pemerintah
Daerah;
situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang

menyalahgunakan wewenang;

situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari
yangtelah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun
peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan

situasi dimanaterdapathubunganafiliasi/kekeluargaanantara
Pejabat/PegawaiPemerintahDaerahdengan pihak lainnyayang
memilikikepentinganataskeputusandan/ atautindakan

Pejabat/Pegawaisehubungandengan jabatannyadiPemerintah Daerah.



B. Pejabat YangBerpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

Pejabat yangberpotensi memiliki benturankepentingan, meliputi:

a.

Pejabatpemerintah daerah yangberwenang dalampengambilan
keputusan dan penentuan kebijakan;

Perencana, pejabat  pemerintah  daerah  yang  diberitugas,
tanggungjawab,wewenang danhaksecarapenuholeh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada
Perangkat Daerah;

Pengawas, pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan
fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yangberlaku,dalam
haliniadalah:parapemeriksa,auditor,danpengawasdi lingkungan
PemerintahDaerah;

Pelaksanapelayananpublik,yaitupejabat,pegawainegeri, petugas dan
setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yangmempunyai
tugas memberikan pelayanan publik;

Penilai, yaituorang  yangbertugasmenilai, melakukanverifikasi,
sertifikasi,dan tujuan pengujian lainnya;

Penyidik,yaitusemuapejabatyangmempunyaifungsi penyidikan; dan

Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat daerah.

C. Sumber Penyebab

Beberapasumber penyebab terjadinya BenturanKepentinganantara lain:

a.

hubunganafiliasi,yaituhubunganyangdimilikiolehPejabat/Pegawai
dengan pihak yangterkait dengan kegiatan PemerintahDaerah,baik
karenahubungandarah,hubungan perkawinan maupun hubungan
pertemanan yangdapat mempengaruhi keputusannya;

gratifikasi, yaitu pemberian dalam artiluas,meliputi
pemberiandalambentukuang,barang,diskon/rabat,komisi,pinjaman
tanpa bunga,tiket perjalanan,fasilitas penginapan,perjalanan
wisata,pengobatan cuma-cumadan fasilitas lainnyaberbentuk
hiburan,baikyangditerimadidalamnegeri maupundiluar
negeri,danyangdilakukandenganmenggunakansarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik, yangdilakukan oleh Pejabat/Pegawai
Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya di
Pemerintah  Daerah, sehingga dapat menimbulkan Benturan
Kepentingan yangmempengaruhi independensi,objektivitas,maupun
profesionalisme;
kelemahansistemorganisasi,yaitukeadaanyangmenjadi kendala
bagipencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai
Pemerintah Daerah yang disebabkan karena aturan, struktur dan
budaya organisasi;

kepentinganpribadi(vestedinterest) yaitu
keinginan/kebutuhanPejabat/Pegawai mengenai suatu halyangbersifat
pribadi; dan



e. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah

memegang jabatanlainyangmemilikiBenturanKepentingan
dengantugasdantanggung jawabpokoknya,sehinggatidak
dapatmenjalankan jabatannyasecara profesional,independen
danakuntabel.

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

PejabatatauPegawai yangberpotensimenghadapibenturan
kepetingandalampelaksanaantugasnya,yangsekiranyaakan berdampak pada
menurunnya kualitas keputusan yangakan diambil,
makawajibmengidentifikasidanmelaporkanpotensibenturan kepentingan dan
penyebab potensiterjadinyabenturan kepentingan.
Selanjutnya,atasanataupetugasyangmenerimalaporanakan adanya
potensiterjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan
awalterhadappotensibenturankepentingantersebutdanmerekomendasikan
tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh  perangkat daerah melaksanakan identifikasi potensi
BenturanKepentinganyangterkaitdengan pelaksanaantugasdan fungsi pejabat
sebagaimana dimaksud pada huruf B.

Hasil identifikasi potensiBenturanKepentingandituangkandalamTabel
1sebagaiberikut:

Tabell.

Uraian Pejabat/ Prosedur
. . Penyeba
BenturanKepentinga | Pegawaiyan b PenangananPencegaha

n g terkait n

No




BAB III
PENANGANAN SITUASIBENTURANKEPENTINGAN

A. PrinsipDasar

Penanganansituasibenturankepentingandilaksanakandengan prinsip dasar
sebagai berikut:

a.

pejabat/pegawaiyang dirinyaberpotensidanatautelah berada dalam situasi
Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan
kegiatan/melaksanakantugasdantanggung jawab yangterkait dengan
situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan
memutuskanbahwa petugas yangberpotensi memiliki
BenturanKepentinganuntuk tidakterlibatdalam proses pengambilan
keputusanterkait dengan penugasan tersebut,atau mengambil
tindakanlainyangdiperlukanterhadappenugasan yangberpotensi terdapat
Benturan Kepentingan tersebut,kecuali
berdasarkanhasilpenilaianrisikodisimpulkanbahwarisiko
dapatditerima,makaPimpinandapatmemintayang bersangkutan untuk
tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
pejabat/pegawaiyangberpotensidanatautelah beradadalam situasi
Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat
PernyataanPotensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut
kepada Atasan Langsung;

pejabat/pegawai juga wajibmembuatSuratPernyataanPotensi
BenturanKepentinganapabila memiliki hubungansedarah dalam
garisketurunanlurusataukesamping,maupunhubungan keluarga semenda
dalam garisketurunan lurus atau kesamping dengan Atasan Langsung
atau pejabat berwenang; dan

perangkapan jabatanyang berpotensi terjadinya Benturan
KepentinganolehPejabat/Pegawaidimungkinkan untuk
dilaksanakanselamaterdapatkebijakandanperaturan/ perundang-

undanganPemerintahDaerahyangmengatur mengenai haltersebut.

B. Faktor Pendukung

Beberapafaktorpendukungkeberhasilanpenangananbenturan kepentingan
antara lain:

a.

oo o

=0

Komitmen danketeladanan Pemimpin;

Partisipasi danketerlibatan para penyelenggara negara;

Perhatian khusus atas haltertentu;

Beberapa langkahpreventif untukmenghindari situasi
BenturanKepentingan;

Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
Pemantauan dan Evaluasi.



C. MekanismePenanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan,maka Pejabat/Pegawai

yang mengetahui dan/ atau mengalami agar melaporkan haltersebut
melaluiatasanLangsung.Pelaporandilaksanakandengan
menyampaikanSuratPernyataanPotensiBenturanKepentingan kepada Atasan
Langsung. Dimana proses pelaporan atas laporan Benturan Kepentingan
adalah sebagai berikut:

a.

b.

pelaksanakegiatansebagaipelapormenyampaikanlaporan adanya potensi
benturan kepentingan kepada atasan langsung;

selanjutnyaatasanlangsungmelakukanpenelahaanawalatas laporan potensi
benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya
Benturan Kepentingan;

atasan langsung meneliti lebihlanjut potensi dampak yangdapat
ditimbulkandariadanyaBenturanKepentingandalam pelaksanaan tugas.
Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis
dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan / dikelola;

sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan
tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan
tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;

pimpinan melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan
yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat
dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut
berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;

selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah
penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat
dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan
dimonitor pelaksanaannya; dan

sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System.

Pelaporan melalui Whistleblowing System (WBS) dilakukan apabila pelapor
adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan,
mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara
langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan
Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan
fasilitas WBS yang ada.



BAB IV
PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada

Pejabat/Pegawai kementerian ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai
berikut:

a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat
potensi adanya Benturan Kepentingan;

dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan
istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas
beban Pemerintah Kota Pontianak;

dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan
Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan;

dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset
Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan
atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau cara
lainnya;

dilarang mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan
sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan atau di
luar Pemerintah Kota Pontianak;

dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang
melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka
kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan
Kepentingan;

dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi
untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Pontianak;

dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Kota
Pontianak untuk kepentingan di luar Pemerintah Kota Pontianak; dan

10) dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut

serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota
Pontianak, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk
seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk
melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang
sama.



b. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang
disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran
Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan pemutakhiran Standar
Operasional Prosedur (SOP) diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat
memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika
diharapkan pada Benturan Kepentingan.

c. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi
Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi
atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif
dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak
yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme
pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang
memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan
tersebut.

Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan
formulir sebagai berikut:

Contoh Formulir Laporan Penanganan Benturan Kepentingan

Laporan Benturan Kepentingan

Yth.Pimpinan

di tempat

MerujukpadaPeraturanWalikota PontianakNomor....Tahun2017 tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak, berikut disampaikan potensi
benturankepentinganuntukdimintakantelaahanpotensi,penyebab dan

penanganannya sebagai berikut:

Nama : *

Jabatan

Unit Kerja

Uraian Benturan Kepentingan

Penyebab

Prosedur/Penanganannya

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.
Pontianak, ................... 2018 Pontianak, ................... 2018
Penelaah Pelapor




*) diberitanda V bila telahbenar
d. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan

Setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai wajib untuk
menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai
lainnya serta para pemangku kepentingan.Di samping itu setiap pejabat
harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan
kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan
melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit
kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui
keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala,
dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya
mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen
untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

e. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap
Benturan Kepentingan

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong
terlaksanakanya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran
terhadap Benturan Kepentingan.Upaya untuk menciptakan sistem
pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah
menjadi hal yang wajib dikedepankan.



BABV
MONITORING DAN EVALUASI BENTURANKEPENTINGAN

Monitoringdanevaluasi atasBenturanKepentingandimaksudkan sebagai

upaya memberikan umpan balikguna perbaikan penanganan kebijakan
penanganan Benturan Kepentingan.Inspektorat melaksanakanmonitoring
danevaluasi kepadaseluruhunitkerja
untukmengetahuiefektivitasimplementasipedomanini.Dalam rangkakendali
mutuhasilmonitoringperludiperhatikanhal-hal sebagai berikut:

a.

tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi penanganan
Benturan Kepentingan yang dilakukan perangkat daerah yaitu antara lain
untuk mengumpulkan data dan informasi yangdiperlukan, memberikan
masukantentangkebutuhan yang diperlukan, mendapatkan
capaian/perkembangan, metodegambaranyangdigunakan tingkat dalam
penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya
kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik
bagi sistem yang dibangun.

sSasaran

Sasaran yang mgm dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan
yaitu meminimalisir tingkat risiko atas terjadinya Benturan Kepentingan
yang dihadapi perangkat daerah atau Pemerintah Daerah.

pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan
yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil
monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya
perbaikan sistem, sehingga setiap kejadianyang menimbulkan Benturan
Kepetingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi
timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat
menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan
Kepentingan.

waktu dan jadwal

Monitoring penanganan BenturanKepentingan dilaksanakan pada akhir
tahun anggaran.Tim monitoring penangananBenturan Kepentingan
berasal dari Inspektorat.

pelaporan

Laporanhasil monitoring ataspenangananBenturanKepentingan

dilingkunganPemerintahDaerahsekurang-kurangnya menyajikan informasi

mengenai:

1) apakahPerangkatDaerahtelahmelaksanakan identifikasi/ pemetaan
BenturanKepentingandan merumuskan prosedur penanganannya;

2) apakahPerangkatDaerahtelahmelaksanakansosialisasi terkait dengan
hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya
kepada Pegawai di lingkungannya,;



3) apakah Perangkat Daerah telah mengimplementasikan hasil
identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya,;

4) apakahPerangkatDaerahtelahmelakukanevaluasiinternal atas
penanganan Benturan Kepentingan;dan

5) Apakah Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal
atas penanganan BenturanKepentingan.

Inspektoratmenyusun laporanhasil monitoring dan evaluasi
penangananBenturanKepentingandalambentuksurat.Laporan tersebut
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

Plt. WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO



